MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 258/KPTS/M /2011
TENTANG

ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG MEMENUHI PERSYARATAN
UNTUK MENJADI KELOMPOK UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI DI DUA PULUH TUJUH PROVINSI

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi, Pemerintah melakukan pembinazan cengan

menetapkan kebijakan nasional pengembangan jasa

konstruksi dan pengaturan jasa konstrukst,

bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 ava: (3) dan
Pasal 27 avat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyara<a: Jasa
Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhi- cdengan
Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 20:0, telah
ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 /PRT/M/2010;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal S ayat (2) Peraturan
Mentert  Pekerjaan  Umum Nomor 10/PRT/N/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum  Nomor 24/PRT/M/2010, Menten



Mengingat :

menetapkan asosiasi perusznaan dan asosiasi profesi yang
memenuhi persyaratan ser:a pakar dan/atau perguruan
tinggi dan pemerintah yang m=menuhi kriteria untuk menjadi
anggota kelompok unsur untik setiap periode kepengurusan

Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimzangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf t dan huruf ¢, serta untuk
memfasilitasi penyelenggarzan peran masyarakat jasa
konstruksi yang efisien, mz=a perlu menctapkan Keputusan
Menteri Pekerjaan Umum tentang Daltar Asosiasi Perusahaan
dan Asosiasi Profesi vang Memenuhi Persyvaratan untuk
Menjadi Kelompok Unsur Lembaga di Dua Puluh Tujuh

Provinsi;

Peraturan Pemerintah Nomii: 23 Tahun 2000 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Ja:2 Ronstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Nomor :333), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturas. Pemerintah Nomor 92 Tahun
2010 (Lembaran Negara Zepublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157).

Peraturan Pemerintah XN:mor 30 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinzan Jasa Kenstruksi (Lembaran
Negara Republik Indonesiz Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3237},

Peraturan Presiden Normar 47  Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas: Kementerian Negara,

Peraturan Presiden Ncmor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan “urngsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisast, ~ugas, dan Fungsi Eselon I
hementerian Negara,

Keputusan Presiden Repudhix Indonesia Nomor 84 /P Tahun
2009;



Memperhatikan :

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan
Umum;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010
sebagaimana telah diubah dengan Peraiuran Menteri
Pekerjaan Umurﬁ Nomor 24/PRT/M/20.0 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
10/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,
Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mzkanisme Kerja
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nas:onal,

8. Keputusan Menteri Pekerjaan Urmum Nomor
34/KPTS/M/2011 tentang Pembentukan Tim Penilai dan
Pemilihan Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi
Profesi Jasa Konstruksi, Perguruan Tinggi dan/atau Pakar,
dan Pemerintah untuk Menjadi Anggota kelompok Unsur
cdalam Kepengurusan LPJK Nasional dan LPJK Daerah di

Seluruh Indonesia;

Surat usulan Penetapan Unsur Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi
Profesi yang Memenuht Persvaratan untuk menjadi Kelompok
Unsur Tingkat Provinsi Nomor [K.02.05-Ks/896., tanggal 9
Agustus 2011, serta Berita Acara Rapat Pleno Penretapan Usulan
Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi vang Memenuhi
Persyaratan Menjadi Anggota Kelompok Unsur di Dua Puluh

Tujuh Provinsi dalam Kepengurusan LPJK Tingkat Provinsi;



Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

ASOSIASI PERUSAHAAN DAN ASOSIASI PROFESI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJADI KELOMPOK
UNSUR LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
DI DUA PULUH TUJUH PROVINSI.

Menetapkan Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi vang
memenuhi persyaratan untuk menjad: anggota Kelompok
Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua
puluh tujuh) Provinsi sebagai berikut:

1.  Nanggroe Aceh Darussalam;

(8]

Sumatera Utara;

3 Riau;

4. Kepulauan Riau;
5. Jambi;

6. Sumatera Barat,;
7. Sumatera Selatan;
8. Lampung;

9. Bengkulu;

10. Banten;

11. Jawa Barat:

12. DKI Jakarta;

13. Jawa Tengah;

14. DI Yogyakarta;,

15. Jawa Timur;

16. Bali;

17. Nusa Tenggara Barat;
18. Nusa Tenggara Timur;
19. Kalimantan Barat;
20. Kalimantan Tengah;

21. Kalimantan Selatan;



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

22. Kalimantan Timur;
23. Sulawesi Utara;
24, Sulawesi Selatan;
25. Sulawesi Tengah;
26. Sulawesi Tenggara; dan
27. Maluku.
Daftar Asosiasi Perusahaan dan Asosiasi Profesi yang
memenuhi persyaratan untuk meniadi anggota Kelompok
Unsur Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di 27 (dua
puluh tujuh) Provinsi tercantum dalam Lampiran I s.d
Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.
Unsur Pakar dan/atau Perguruvan Tinggi serta Unsur
Pemerintah yang memenuhi kriteria menjadi kelompok unsur
di  tiap-tiap provinsi ditctapkan  oleh Kepala Badan
Pembinaan Konstruksi atas nama Menteri Pekerjaan Umum,
Keputusan Menteri  ini mulai  berlaku  pada tanggal
ditelapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tainggal 9 Seplember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUDM,

o~

DJOKO KIRMANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Para Gubernur di dua puluh tujuh Provinsi;

2. Kctua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasiornal;

3. Kepada Asosiasi Perusahaan, Asosiasi Profes: yang bersangkutan untuk

diketatui dan dipergunakan sebagaimane mesiinya.



Lampiran | Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/MI2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi

Nanggroe Aceh Gabungan Pelaksana | 1. Himpunan

Darussalam Konstruksi [ndonesia Pengembangan Jalan
(GAPENSI); Indonesia (HPJI);
Gabungan Pengusaha | 2. Asosiasi Tenaga Ahli
Kontraktor Nasional Konstruksi  Indonesia
(GAPEKNAS); (ATAKI);
[katan Nasional Konsultan | 3. lkatan Nasional Tenaga
Indonesia (INKINDO); dan Ahli Konsultan
Asosiasi Kontraktor Aceh Indonesia
(AKA). (INTAKINDO); dan

. Asosiasi Tenaga Teknik

[Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

[Or—~x~

DJOKO KIRMANTO




Lampiran Il Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258 IKPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Sumatera Utara

Asosiasi Pengusaha
Konstruksi Indonesia
(ASPEKINDO);

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI); dan

Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDO).

1. Himpunan

Pengembangan Jalan
[ndonesia (HPJI);

2. Persatuan Insinyur
[Indonesia (PIl);

3. lkatan

Arsitek
Indonesia (IAl);

4. Asosiasi Tenaga Ahli

Konstruksi Indonesia
(ATAKI);

5. lkatan Nasional Tenaga
Ahli Konsultan
[Indonesia
(INTAKINDO);

6. Asosiast Tenaga Teknik
[ndonesia (ASTTI); dan
7. Asosiasi Tenaga Teknik
Ahli dan  Terampil
Indonesia

(ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,
NN

DJOKO KIRMANTO




Lampiran |ll Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomaor : 258/KPTS/M/2011
Tanggal ;9 September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi ﬁ
Riau Asosiasi Pengusaha Konstruksi | 1. Himpunan |
Indonesia (ASPEKINDO); Pengembangan Jalan
Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (HPJI);.
[ndonesia (GAPENSI); 2. Persatuan [nsinyur
Gabungan Perusahaan Indonesia (PII);
Konstruksi Nasional Indonesia | 3. lkatan Arsitek
(GAPEKSINDO); [Indonesia (IAI);
Gabungan Pengusaha Kontraktor | 4. Asosiasi Tenaga Ahli':
Nasional (GAPEKNAS) Konstruksi  Indonesia !
[katan Nasional Konsultan (ATAKI); I
[Indonesia (INKINDO); 5. Ikatan Nasional Tenaga \
Persatuan Konsultan Indonesia Ahli Konsultan |
(PERKINDO); dan Indonesia
Asosiasi Pclaksana Konstruksi (INTAKINDO); dan |
Nasional (ASPEKNAS). 6. Asosiasi Tenaga Teknik |

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

A

DJOKO KIRMANTO



Lampiran IV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Kepulauan Riau

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);

Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDOJ;
dan

[katan Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO).

Himpunan
Pengembangan Jalan
[Indonesia (HPJI);
Asosiasi Tenaga  Ahli

Konstruksi [ndonesia

(ATAKI); dan
Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

VN

DJOKO KIRMANTO




Lampiran V Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Jambi Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan
Konstruksi [ndonesia Pengembangan Jalan
(ASPEKINDO); Indonesia (HPJI);
Gabungan Pelaksana |2. [katan Arsitek Indonesia
Konstruksi Indonesia : (IAD);
(GAPENSI); '3. Asosiasi Tenaga  Ahli
Gabungan Perusahaan i Konstruksi [Indonesia
Konstruksi Nasional ' (ATAKI);
Indonesia (GAPEKSINDO); 4 [katan Nasional Tenaga
dan Ahli Konsultan Indonesia
Gabungan Pengusaha (INTAKINDO); dan
Kontraktor Nasional |5. Asosiasi Tenaga Teknik
(GAPEKNAS). | Indonesia (ASTTI).

|
1
|

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

o~ A~

DJOKO KIRMANTO




Lampiran VI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/Mi2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Sumatera Barat

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI); dan

Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDO).

Himpunan
Pengembangan Jalan
Indonesia (HPJI);

. Persatuan [nsinyur
Indonesia (Pll);
[katan Arsitek

Indonesia ([Al);

. Asosiasi Tenaga Ahli

Konstruksi Indonesia

(ATAKI);

. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI); dan

. Asosiast Tenaga Teknik

Ahli dan
Indonesia

(ASTTATINDO).

Terampil

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

="

DJOKO KIRMANTO




Lampiran VIl Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor :  25B/KPTS/M/2011
Tanggal 9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi ]l
Sumatera Gabungan Pelaksana | 1. Himpunan Pengembangan -'
Selatan Konstruksi Indonesia Jalan Indonesia (HPJI); "

(GAPENSI); dan
Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional
Indonesia
(GAPEKSINDO).

2. Persatuan Insinyur Indonesia
(PII); \

3. lkatan Arsitek Indonesia ([Al); |

4. Asosiasi Tenaga Ahl:;
Konstruksi Indonesia (ATAKI);

5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli

Konsultan Indonesia
(INTAKINDO); dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI). '

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

VNG

DJOKO KIRMANTO



Lampiran VIII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor . 258/KPTS/M/2011
Tanggal : g September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Lampung 1. Gabungan Pelaksana [1. Himpunan Pengembangan
Konstruksi [Indonesia Jalan Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); 2. Persatuan Insinyur
2. Gabungan Perusahaan Indonesia (PII);
Konstruksi Nasional [3. Ikatan Arsitek Indonesia
Indonesia (GAPEKSINDO); (TAI); l
dan 4. Asosiasi Tenaga Ahli |
3. Persatuan Konsultan Konstruksi [Indonesia
Incdonesia (PERKINDO). (ATAKI);
5. lkatan Nasional Tenaga Ahli
Konsultan Indonesia '
(INTAKINDO); dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik |
Indonesia (ASTTI). |

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

VNG

DJOKO KIRMANTO



Lampiran IX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor :  258/KPTS/M/2011
Tanggal 9 September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Bengkulu 1. Gabungan Pelaksana | 1. Himpunan
Konstruksi Indonesia Pengembangan Jalan
(GAPENSI); dan [Indonesia (HPJI);
2. Gabungan Perusahaan | 2. Persatuan [Insinyur
Konstruksi Nasional Indonesia (PII); dan
Indonesia (GAPEKSINDQ). |3. Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

NG

DJOKO KIRMANTO




Lampiran X Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomo-

Tangcsz!

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Banten Gabungan Pelaksana 1. Himpunan Pengembangan
Konstruksi Indonesia Jalan Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); 2. Persatuan [nsinyur
Gabungan Perusahaan Indonesia (PII);
Konstruksi Nasional 3. lkatan Arsitek Indonesia
Indonesia (GAPEKSINDO); (TAI);
dan 4. Asosiasi Tenaga Ahli
[katan Nasional Konstruksi [ndonesia
Konsultan Indonesia (ATAKI);
(INKINDO). 5. lkatan Nasional Tenaga Ahli
Konsultan Indonesia
(INTAKINDO);
6. Asosiasi Tenaga  Teknik
[ndonesia (ASTTI); dan
7. Himpunan Ahli Teknik
Hidraulik Indonesia
(HATHTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

O~

DJOKO KIRMANTO

10




Lampiran XI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomaor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Jawa Barat

Asosiasi Pengusaha
Konstruksi Indonesia
(ASPEKINDO);

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);

Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional
Indonesia

(GAPEKSINDO); dan
Ikatan Nasional
Konsultan Indonesia

(INKINDO).

~1

. Himpunan

Pengembangan
Jalan Indonesia (HPJI);

Persatuan Insinyur Indonesia
(PII);
Ikatan Arsitek Indonesia (IAl);

. Asosiasi Tenaga Ahli
Konstruksi Indonesia (ATAKI);
[katan Nasional Tenaga Ahli
Konsultan Indonesia
(INTAKINDOJ);

Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI);

. Himpunan Ahli Teknik Tanah

Indonesia (HATTI); dan

Ikatan Arsitek Lansekap

Indonesia (IALI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

NG

DJOKO KIRMANTO

11




Lampiran XIl Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 258/KPTS/M/2011
Tanggal 9 September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
DKI . Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan Pengembangan
Jakarta Konstruksi Indonesia Jalan Indonesia (HPJI);
| (ASPEKINDO); 2. Persatuan Insinyur Indonesia
. Gabungan Pelaksana (PII);
Konstruksi Indonesia | 3. lkatan Arsitek [ndonesia (IAl);
(GAPENSI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli
. Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (ATAKI};
Konstruksi Nasional | 5. Ikatan Nasional Tenaga Ahli

. Asosiasi

. Persatuan

Indonesia (GAPEKSINDO);
Kontraktor Air

Indonesia (AKAINDO);

. Asosiasi Kontraktor Listrik

dan Mekanik Indonesia

(AKLI);

. Ikatan Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO); dan
Konsultan

Indonesia (PERKINDO).

=]

Konsultan [ndonesia
(INTAKINDO);
Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI);

Himpunan Ahli Teknik Tanah
Indonesia (HATTI);

Ikatan Arsitek Lansekap
Indonesia (IALI); dan

Asosiasi Tenaga Teknik Ahli dan
Terampil Indonesia

(ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

K=

DJOKO KIRMANTO

12




Lampiran XIll Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 258/KPTS/M/2011
Tanggal 9 September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Jawa 1. Asosiasi Pengusaha| 1. Himpunan Pengembangan
Tengah Konstruksi Indonesia Jalan Indonesia (HPJI);
(ASPEKINDO); 2. Persatuan Insinyur Indonesia
2.  Gabungan Pelaksana (PII);
Konstruksi  Indonesia [katan Arsitek Indonesia (IAl);
(GAPENSI); 4. Asosiasi Tenaga Ahli
3. Gabungan Perusahaan Konstruksi Indonesia (ATAKI),
Konstruksi Nasional | 5. lkatan Nasional Tenaga Ahli
Indonesia Konsultan Indonesia
(GAPEKSINDO); dan (INTAKINDO);
4. lkatan Nasional | 6. Asosiasi Tenaga Teknik
Konsultan Indonesia Indonesia (ASTTI);
(INKINDO). 7. lkatan Ahli Teknik
Penyehatan danTeknik
Lingkungan Indonesia (IATPI);
dan
8. Himpunan Ahli Teknik Tanah

Indonesia (HATTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

o—~A~"

DJOKO KIRMANTO

13




Lampiran XIV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

DI Yogyakarta

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);
Asosiasi Kontraktor Listrik
dan * Mekanik Indonesia
(AKLI); dan

[katan Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO).

Ahli
[Indonesia

(INTAKINDO); dan

Indonesia (ASTTI).

1. Himpunan
Pengembangan Jalan
Indonesia (HPJI);

2. Persatuan Insinyur
Indonesia (PII);

3. lkatan Arsitek
Indonesia (IAl);

4. Asosiasi Tenaga Ahli
Konstruksi Indonesia
(ATAKI);

5. [katan Nasional Tenaga

Konsultan

6. Asosiasi Tenaga Teknik

|
|
|

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

I~

DJOKO KIRMANTO

14



Lampiran XV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Ncmor

Tznggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi i

Jawa Timur

Asosiasi Pengusaha
Konstruksi Indonesia
(ASPEKINDO);

Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);

Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDO);

Gabungan Pergusaha
Kontraktor iasional
(GAPEKNAS);

Asosiasi Kontraktor Listrik
dan Mekanik Indonesia
(AKLI); dan

Ikatan Nasional Konasultan

Indonesia (INKINDO).

.Ul

. Himpunan Pengembangan

. Asosiasi

. Himpunan

|
. Asosiasi Tenaga Tekniki

Jalan Indonesia (HPJI);
Persatuan [nsinyur

Indonesia (PIl);

[katan Arsitek Indonesiai
(IAI); |

Ahli |

Indonesia |

Tenaga 1|

Tenaga
Konstruksi
(ATAKI);
Ikatan Nasional
Ahli Konsultan Indonesia
(INTAKINDO); :
Tenaga Teknikl
Indonesia (ASTTI); :
Ahli  Teknik
Tanah Indonesia (HATTI); |

dan

Asosiasi

Ahli dan Terampil

[ndonesia (ASTTATINDO).

|
|

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

S~~~

DJOKO KIRMANTO

15



Lampiran XVI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
258/KPTS/MI2011
9 September 2011

Nomor
Tanggal

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Bali . Gabungan Pelaksana | 1. Himpunan
Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan
(GA?ENSI); Indonesia (HPJI);

. Asosiasi Kontraktor Air

Indonesia (AKAINDO); dan

1 Ikata‘n Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO).

wn

. [katan Arsitek

Indonesia ([Al);

. Asosiasi Tenaga  Ahli

Konstruksi Indonesia
(ATAKI);

. lkatan Nasional Tenaga

Ahli Konsultan
Indonesia (INTAKINDO);

dan

. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

o~

DJOKO KIRMANTO

16




Lampiran XVII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
g September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Nusa Tenggara

Barat

1. Gabungan Pelaksana
Konstruksi [ndonesia
(GAPENSI);

. Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional
Indonesia (GAPEKSINDO);
dan

. Asosiasi  Kontraktor Air

Indonesia (AKAINDO).

- 1. Himpunan
Pengembangan  Jalan
Indonesia (HPJI);

2. lkatan Arsitek
Indonesia (IAl);

3. Asosiasi Tenaga  Ahli
Konstruksi  Indonesia

(ATAKI); dan
4. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

NN

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XVIIl Keputusan Menteri Pekerjaan Umum
258/KPTS /2011
9 Septemzcar 2011

Nomor

Tanggal

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Nusa Tenggara

Timur

. Asosiasi

. Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);

. Gabungan Perusahaan
Konétruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDO);
Air
Indonesia (AKAINDO); dan

Kontraktor

. Ikatan Nasional konsultan

Indonesia (INKINDO).

w

. Himpunan _
Pengsmbangan Jalan
Indonesia (HPJI);

.Ikatan Arsitek |
Indoresia (IAl);

.Asosiasi Tenaga Teknik

.Asos:asi Tenaga  Ahli ||

Kons:ruksi  Indonesia ]

(ATAXI): |

.Ikatan Nasional Tenaga

Ahli Konsultan
Indoresia uNTAanDoni
dan 1
|

Indoresia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakzarta

pada tanggal 9 Seotember 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

[~~~

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XIX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Kalimantan Barat

. Asosiasi

. Gabungan

. Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI);

. Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Indonesia (GAPEKSINDO);
Kontraktor  Air
Indonesia (AKAINDO); dan
Perusahaan
Kontraktor Air Indonesia

(GAPKAINDO).

1. Himpunan
Pengembangan  Jalan
Indonesia (HPJI);

2. lkatan Arsitek
Indonesia (IAl);

3. Asosiasi Tenaga  Ahli
Konstruksi Indonesia
(ATAKI);

4. Asosiasi Tenaga Teknik
Indonesia (ASTTI); dan

S. Himpunan Ahli Teznik
Tanah
(HATTI).

Indonesia

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

I~

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XX Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Kalimantan Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan 1

Tengah Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan |
(ASPEKINDO); Indonesia (HPJI);
Gabungan Pelaksana | 2. Persatuan Insinyur
Konstruksi Indonesia Indonesia (PII);
(GAPENSI); 3. Ikatan Arsitek |
Gabungan Perusahaan Indonesia ([IAl); |
Konstruksi Nasional | 4. Asosiasi Tenaga  Ahli

Indonesia (GAPEKSINDO);
dan
[katan Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO).

|
Konstruksi Indonesia |
(ATAKI); dan i

5. Asosiasi Tenaga Teknik .
Indonesia (ASTTI). =

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

=

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XXI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Ncor

Te-ggqal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Kalimantan . Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan
Selatan Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan
(ASPEKINDO); Indonesia (HPJI);
. Gabungan Pelaksana | 2. Persatuan Insinyur
Konstruksi Indonesia Indonesia (PII);
(GAPENSI); 3. Ikatan Arsitek
. Gabungan Pengusaha Indonesia (lAl);
Kontraktor Nasional | 4. Asosiasi Tenaga  Ahli

(GAPEKNAS); dan

. Ikatan Nasional konsultan

Indonesia (INKINDO).

Konstruksi Indonesia
(ATAKI); dan
5. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

[~ tr

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XXil Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor

Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Kalimantan 1. Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan
Timur Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan
(ASPEKINDO); Indonesia (HPJI);
2. Gabungan Pelaksana | 2. Persatuan Insinyur
Konstruksi Indonesia Indonesia (PII);
{(GAPENSI); 3. Ikatan Arsitek
3. Gabungan Perusahaan Indonesia (IAI);
Konstruksi Nasional | 4. Asosiasi Tenaga  Ahli
Indonesia (GAPEKSINDO); Konstruksi Indonesia
4. Gabungan Pengusaha (ATAKI);

o

Kontraktor

(GAPEKNAS); dan

Nasional

. Ikatan Nasional Konsultan

[ndonesia (INKINDO).

5. Ikatan Nasional Tenaga |
Ahli
Indonesia (INTAKINDO);

Konsultan |

dan
6. Asosiasi Tenaga Teknik

[ndonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

NG

DJOKO KIRMANTO




Lampiran XXIIl Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor © 258/KPTS/M/2011
Tanggal : 9 September 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi !
Sulawesi 1. Gabungan Pelaksana | 1. Himpunan Pengembangan
Utara Konstruksi Indonesia Jalan Indonesia (HPJI);
(GAPENSI); 2. Persatuan Insinyur Indonesia
2. Gabungan Perusahaan (PII);
Konstrukéi Nasional | 3. Ikatan Arsitek Indonesia ([IAl);
Indonesia (GAPEKSINDO); |4. Asosiasi ~ Tenaga Ahli |
dan Konstruksi Indonesia (ATAKI); '

(d)]

3. lkatan Nasional Konsultan Ikatan Nasional Tenaga Ahli|
Indonesia (INKINDO). Konsultan Indonesia !
(INTAKINDO);
6. Asosiasi Tenaga Teknik |
[ndonesia (ASTTI); dan !
7. Asosiasi Tenaga Teknik Ahli:
dan Terampil Indonesia I

(ASTTATINDO).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Ko~~~

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XXIV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/M/2011

9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Sulawesi . Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan
Selatan Konstruksi Indonesia Pengembangan Jalan
(ASPEKINDO}; Indonesia (HPJI);
. Gabungan Pelaksana | 2. Persatuan Insinyur
Konstruksi Indonesia [ndonesia (PII);
(GAPENSI); 3. Ikatan Arsitek |
. Gabungan Perusahaan [Indonesia (IAl);

. [katan

. Persatuan

Konstruksi Nasional Indonesia
(GAPEKSINDO);
Konsultan

[ndonesia (INKINDO); dan

Nasional

konsultan

Indonesia (PERKINDO).

4. Asosiasi Tenaga Ahli

Konstruksi Indonesia

(ATAKI);

5. Ikatan Nasional Tenaga

Ahli Konsultan
Indonesia

(INTAKINDO); dan

6. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Ko~ R

DJOKO KIRMANTO



Lampiran XXV Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi

Asosiasi Perusahaan

Asosiasi Profesi

Sulawesi Tengah

. Asosiasi Pengusaha
Konstruksi [ndonesia
(ASPEKINDO);

. Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI); dan

. Gabungan Perusahaan
Konstruksi Nasional

Incdonesia (GAPEKSINDO).

1. Himpunan

Pengcmbangan Jalan
Indonesia (HPJI);
2. Persatuan Insinyur

Indonesia (PII);

3.lkatan Arsitek Indonesia

(IAl); dan

4. Asosiasi Tenaga Ahli
Konstruksi Indonesia
(ATAKI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

o

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XXVI Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomaor 258/KPTS/'M/2011
Tanggal 9 Septemoer 2011
Provinsi Asosiasi Perusahaan | Asosiasi Profesi
Sulawesi . Asosiasl Pengusaha | 1. Himpunan
Tenggara Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan
(ASPEKINDO); Indonesia (HPJI);
. Gabungan Pelaksana | 2. Asosiasi Tenaga  Ahli
Konstruksi Indonesia Konstruksi Indonesia
(GAPENSI); (ATAKI);
3. Gabungan Perusahaan | 3. lkatan Nasional Tenaga
Konstruksi Nasional Ahli Konsultan
Indonesia (GAPEKSINDO); Indonesia (INTAKINDO);
dan dan

. Ilkatan Nasional Konsultan

Indonesia (INKINDO).

4. Asosiasi Tenaga Teknik

[ndonestia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

VN

DJOKO KIRMANTO
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Lampiran XXVII Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor
Tanggal

258/KPTS/M/2011
9 September 2011

Provinsi Asosiasi Perusahaan Asosiasi Profesi
Maluku . Asosiasi Pengusaha | 1. Himpunan
Konstruksi Indonesia Pengembangan  Jalan

(ASPEKINDO); dan

. Gabungan Pelaksana
Konstruksi Indonesia
(GAPENSI).

Indonesia (HPJI);
2. Asosiasi Tenaga  Ahli

Konstruksi Indonesia

(ATAKI); dan
3. Asosiasi Tenaga Teknik

Indonesia (ASTTI).

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 September 2011

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

i e

DJOKO KIRMANTO
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